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ABSTRAK

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka
penyelenggaraan-hidup dan kehidupan manusia.Tanah merupakan salah satu sumber
daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia
dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah
memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Adapun masalah-pokok dari penelitian " ini yaitu mengenai pengadaan tanah
untuk pembangunan parit bagi kepentingan umum di jalan Yos Sudarso terdapat
ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya.Pertama, penyesuaian harga lahan dan
bangunan yang dibebaskan atau mendapat ganti rugi, dikarenakan terlalu rendahnya
harga, kedua ada yang belum menerima ganti rugi. Lebar tanah untuk untuk pelebaran
paritnya yaitu 3,5 meter. Maka pemberian ganti kerugian kepada pemilik hak atas
tanah yang terkena lokasi pembangunan kepentingan umum untuk pembuatan parit
haruslah sesuail dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2012.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang tergolong kedalam
penelitian observasi atau observational research, penulis turun langsung ke lapangan
untuk mencari dan mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi,
data tersebut diproleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Penelitian ini
bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran terhadap objek yang diteliti
berdasarkan data dan sampel yang di dapat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dapat di katakana
pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan pelebaran jalan Yos Sudarso
Kecamatan Rumbai belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ada
sebagian kecil atau 5% masyarakat yang tidak menyetujui pengadaan pelebaran jalan
untuk kepentingan umum dan ada 2 masyarakat yang belum mendapatkan ganti
kerugian lahan. Kendala yang terjadi di pemerintahan, yakni tentang pemohonan
perizinan kepada lembaga-lembaga yang terkait, penetapan Nilai UGR, dan
sosialisasi yang diberikan oleh pihak Pemerintah kepada masyarakat yang lahannya
akan dijadikan jalan pelebaran jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai.
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ABSTRACT

Land has a very important position in the context of organizing human life
and life. Land is one of the natural resources that are important for the survival of
mankind, human relations with land are not just a place to live, but more than that
land provides resources for survival. mankind.

The main problem of this research is that regarding land acquisition for the
construction of trenches for the public interest on Jalan Yos Sudarso, there is an
imbalance in its implementation:loss. The width. of the land for widening the trench
is 3.5 meters. So giving compensation to land rights owners affected by the
construction site of public interest for trenching must be in accordance with Law
No.2 of 2012.

The type of research used is research that belongs to observational research
or observational research, the author goes directly to the field to find and collect data
that will be used as thesis writing material, the data is obtained through distributing
questionnaires and interviews. This research is descriptive analytical, which provides
an overview of the object under study based on the data and samples obtained.

From the results of research conducted by researchers, it can be said that the
implementation of land compensation for the sake of widening the Yos Sudarso road,
Rumbai District has not been going well. It can be proven that there are a small
proportion or 5% of the community who do not agree to the procurement of road
widening for the public interest-and there are.2 people who have not received
compensation for land losses. The obstacles that occur in the government, namely
regarding the application for permits to related institutions, the determination of the
UGR Value, and the socialization provided by the Government to the community
whose land will be used as a road widening the Yos Sudarso road, Rumbai District.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan manusia tanah merupakan suatu kedudukan yang sangat
penting. Tanah merukan sumber daya alam yang penting merupakan salah satu untuk
kelangsungan hidup manusia, tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan
hidup umat manusia dan bukan hanya sekedar hubungan manusia sebagai tempat

hidup.

Terdapat empat aspek penting peran tanah didalam kedudukan manusia, ialah
bagian hukum, sosial, dan politik ekonomi rumor utama pada system peraturan
hukum pertanahan hanya bagian strategis itu dilakukan oleh pemerintah (Idham,
2004, p. 21). Oleh sebab itu setiap, orang memiliki keinginan agar dapat memiliki
tanah yang dilengkapi perlindungan hukum bukanlah hal yang mengherankan, Negara
sebagai pengatur dalam pemberian hak mewujudkannya dengan berbagai macam hak

atas tanah. (Sutedi, 2006, p. 45)

Pada pasal 16 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, haak atas tanah yang diberikan

sebagai berikut :

a) hak milik,

b) hak guna-usaha,



c) hak guna-bangunan,

d) hak pakai,

e) hak sewa,

f) hak membuka tanah,

g) hak memungut hasil hutan,

h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya

sementara.

Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial
disebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Salah satu masalah fungsi sosial tersebut adalah penggusuran tanah untuk
pembangunan nasional, sebagai kepentingan umum yaitu untuk pembangunan
jaringan atau transportasi, fasilitas pendidikan, peribadahan, prasarana keselamatan
umum, prasarana komunikasi dan lain-lain. Dalam prasarana umum itu, maka
perlunya wadah yaitu tanah.

Pada pasal 18 UUPA No 5 Tahun 1960 mengatakan :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta

kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan

memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan

Undang-undang.”



Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang no 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dikatakan bahwa :

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak
yang Berhak.”

Peran didalam UU No 2 Tahun 2012 diatas yang terlibat pengadaan tanah agar
melepaskan hubungan hukum antara pemilik laha ke pihak lainnya haruslah
dilaksanakan untuk perluasan guna keperluan bersama dengan memberikan ganti
rugi. (Perangin, 1999, p. 38) para pemegang hak atas tanah diusahakan menempuh
jalan musyawara untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini agara
seimbang. (Sumardjono, 2007, p. 80)

Pengadaan tanah bagi.kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas yang
diatur di dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2012 :

a. Kemanusiaan

b. Keadilan

c. Kemanfaatan

d. Kepastian

e. Keterbukaan

f. Kesepakatan

g. Keikutsertaan

h. Kesejahteraan



i. Keberlanjutan

J.  Keselarasan

Tanah merupakan masalah bangsa dan Negara , dan juga masalah bagi kita
semua anak bangsa yang ada di nusantara. Yang berarti bagi kita semua merupakan
hal yang fundamental. Dalam perkembangannya masalah tanah makin kompleks ,
sehingga dimensinyapun bertambah - terus - mengikuti dinamika derap langkah
pembangunan bangsa ini, antara lain dimensi yuridis , ekonomis, politis, sosial,
religious magis, bahkan bagi Negara tanah mempunyai dimensi strategis. Karena itu
sangat ironis kalau masalah tanah tidak ditangani secara sungguh-sungguh oleh

pemerintah.. (Ginting, 2013, p. 122)

Kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat harus di
ikuti dengan proses ganti rugi. Dengan memperhitungkan kerugian yang di alami
warga yang terkena pembebasan -lahan. perlu-adanya upaya untuk memulihkan
kegiatan ekonomi mereka. Masyarakat yang kehilangan asset berharganya ini
terpaksa dipindahkan ke pemukiman yang baru. Pemulihan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat seharusnya lokasi pemukiman yang baru bagi warga harus dibarengi
dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan
didalamnya. Paling tidak sebelum lahan dibebaskan masyarakat tidak akan menjadi
lebih miskin. Lokasi tempat pemukiman yang baru harus ditata sesuai dengan rencana
tat ruang daerah/kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau

pedesaan. Dampak untuk pemikiran ini supaya pembebasan tanah agar terjadinya



perkembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-sentral ekonomi baru

bagi masyarakat. (Setiyono)

UUPA memberikan nama hak menguasai dari-negara ini ke lembaga hukum
dan hubungan hukum konkret antara Negara dan tanah rakyat Indonesia. Tugas
bangsa merupakan kewenangan Negara di bidang pertanahan. Sifat fari kewenangan
tersebut adalah publik semata-mata. (Arba, 2015, p. 91)

Dalam hal ini “dikuasi” bukan “dimiliki” namun pengertiannya memberikan
kewenangan ke Negara menjadi organisasi kekuasaan dari Negara yang
diselenggarakan oleh BPN. Wewenang yang di berikan kepada Negara itu berupa :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan

pemelihatraan bumi, air, dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan—hubungan hukum antara orang-
orang dan pendekatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa.

Di era saat ini begitu sulit melaksanakan pembangunan untuk kepentingan

umum di atas tanah Negara dan selalu bersinggungan dengan tanah hak milik.
Sebagai jalan keluar yang harus di tempuh adalah pengadaan tanah. Pada saat ini

tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, kultur, politik.



Kecamatan Rumbai terdiri dari 5 kelurahan/desa, di antara ke lima kecamatan
itu salah satunya akan dibangun pelebaran untuk membuat parit agar di kecamatan
rumbai tidak terkena banjir, maka dari itu pemerintah kota Pekanbaru melakukan
pembangunan parit agar bisa menanggulangi banjir tahunan yang meresahkan warga
masyarakat setiap tahunnya.

Pelaksanaan pengadaan, tanah untuk ;pembangunan parit bagi kepentingan
umum di Jalan Yos Sudarso tidakselaras dalam pelaksanaannya.Pertama, dalam
menentukan harga lahan dan bangunan, dikarenakan terlalu rendahnya harga,kedua,
ada yang belum menerima ganti rugi. Lebar tanah untuk untuk pelebaran paritnya
yaitu 3,5 meter.

Sehubungan dengan itu pemberian ganti kerugian kepada pemilik hak atas
tanah yang terkena lokasi pembangunan kepentingan umum untuk pembuatan parit
haruslah sesuai dengan Undang-Undang No0.02 Tahun 2012. Namun kenyataannya
tidak demikian, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengambil  judul “PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TANAH
MASYARAKAT "UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DI JALAN YOS SUDARSO

KECAMATAN RUMBAI*



B. Masalah Pokok

Sesuai dengan gejala yang ada, dapat diraih perumusan masalahnya sebagai

berikut :

A. Bagaimana pelaksaanaan dan proses pemberian ganti rugi terhadap tanah
masyarakat untuk kepentingan pembuatan parit di Jalan Yos Sudarso
Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ?

B. Apa kendala-kendala dalam pelaksaan pemberian ganti rugi tanah jalan Yos
Sudarso kecamatan rumbai ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksaanaan pemberian ganti rugi terhadap tanah
masyarakat untuk kepentingan pelebaran jalan yosudarso kecamatan rumbai.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksaan pemberian ganti rugi
tanah jalan yosudarso kecamatan rumbai.

sedangkan manfaat penelitian adalah :

1. Bagi penulis menambah pengetahuan tentang pelaksaanaan pemberian ganti
rugi terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan pelebaran jalan yosudarso
kecamatan rumbai dan mengetahui kendala-kendala dalam pelaksaan

pemberian ganti rugi tanah jalan yosudarso kecamatan rumbai.



2. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan
masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan
masukan serta tambahan pengetahuan khususnya tentang pelaksaanaan
pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan pelebaran
jalan yosudarso kecamatan rumbai ' dan mengetahui kendala-kendala dalam
pelaksaan pemberian ganti rugi tanah jalan yosudarso kecamatan rumbai.

4. Untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk hidup dan kehidupan manusia tanah merupakan hal terpenting. Dengan
pemakaian istilah agraria memiliki pengertian yang sangat universal, hukum agraria
bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum didalam pengertian UUPA.
Hukum agraria ialah suatu penguasaan, atas. sumber-sumber daya alam tertentu dan
kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing menyusun tentang hukum
tanah dan mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam pengertian permukaan
bumi, hak penguasaann atas bahan-bahan galian diatur dalam hukum air, hak
penguasaan atas harta alami yang ada di dalam air diatur didalam hukum perikanan,
penguasaan tenaga atas unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan Space Law) yang
mengatur didalam pasal 48 UUPA.

Menurut Boedi Harsono, walaupun tidak dinyatakan dalam pasal-pasal dan

penjelasan dengan tegas, dari apa yang tercantum didalamnya dapat disimpulkan



bahwa pengertian agrarian dan hokum agrari dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960,
digunakan dalam arti yang begitu luas. Pemahaman agraria itu mencakup bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. (Harsono b. , 2003, p. 6)

Kewajiban dan kewenangan bagi pemegang hak atas tanah hanya untuk
memakai, dalam pengertian menguasai, mengambil dan menggunakan manfaat dari
suatu bidang tanah tertentu. Pemakaiannya sepertinya tidak terbatas, namun untuk
keperluan apa pun selalu di perlukan penggunaannya. Menurut UUPA, tanah-tanah di
Indonesia di bedakan atas tanah Negara dan tanah Hak. Tanah Negara maksudnya
yaitu tanah yang di atasnya belum diletakkan dengan suatu hak perorangan hingga
Negara mempunyai kekuasaan yang bersifat langsung atas tanah tersebut. (Supriyadi,
2013, p. 49)

Menurut Imam Sudiyat, “sebagai salah satu unsur esensial pembentuk Negara,
tanah memegang peran vital. dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung
Negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Di
Negara yang rakyatnya berhasrat melaksanakan domokrasi yang berkaedilan sosial,
pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan suatu
condition sine qua non.” (Sudiyat, 1978, p. 1)

“Dan pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria di katakan bahwa :

1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal
sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.



2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk :

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada
ayat 2 pasal inidigunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat
dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.”

Tanah yang ada di Indonesia biasanya telah dimiliki atau paling tidak ada
yang memegang. Apabila ada kegiatan pembangunan yang embutuhkan tanah itu
adalah konsekuensinya, dan mengambil tanah-tanah hak adalah jalan keluar yang bisa
tempuh. Pengadaan tanah inilah yang menjadi kegiatan mengambil tanah oleh
Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan untuk kepentingan umum
dan juga dibarengi dengan pemberian ganti kerugian ke yang pihsk yang berhak atas

tanah tersebut.
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Pelaksanaan pengadaan tanah pada kenyataannya mengalami hambatan dan
tantangan.Persamaan budaya antara pemerintah dan masyarakat perlu di cari
persamaannya dalam melepaskan hak atas tanah.Permasalahan serius akan timbul,
apabila persamaan budaya tidak ada.Harga ganti rugilah yang sebenarnya menjadi
perbedaan budaya antara pemerintah dan masyarakat.Biasanya masyarakat itu
menuntut harga yang tinggi atau-setidaknya sama dengan harga pasar yang ada, ada
beberapa warga masyarakat yang menuntut harga ganti rugi itu berdasarkan dengan
harga setelah tanahnya dibebaskan atau harga sekian tahun kedepan. (Sutedi, 2006, p.
11)

Didalam Skripsi yang di tulis oleh Tri Agustina Kusuma dengan judul
“Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Untuk Pelebaran Jalan Raya Antara Pemerintah Kota
Pekanbaru Dengan Masyarakat Pemilik Tanah Tahun 2004. Kesimpulan dari Skripsi
ini adalah pelaksanaan ganti rugi masyarakat tersebut banyak masyarakat merasa
keberatan dan menganggap tidak layak nilai ganti rugi pelepasan hak atas tanah yang
di berikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan di lakukanlah negosiasi ulang
sebanyak 3 (tiga) kali dan ditemukanlah suatu kesepakatan bersama, dimana pihak
instansi yang terkait sepakat akan melakukan penambahan biaya pembebasan tanah di
hitung 50% dari NJOP.” (Kusuma, 2004)

Dalam Skripsi yang di tulis oleh Hendranto Antoni dengan judul “Pelaksanaan
Ganti Rugi Hak Atas Tanah Untuk Pembuatan Jembatan Jayapura Di Kecematan
Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perpres No.65 Tahun 2006.

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pelaksanaan ganti rugi tanah untuk pembuatan
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jembatan Jayapura di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu kurang
terlaksana yang di sebabkan ganti rugi tidak sesuai dengan NJOP ( Nilai Jual Objek
Pajak ) dan ketentuan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 dan rendahnya jumlah
ganti rugi.” (Antoni, 2012)

Sedangkan judul yang penulis angkat lebih fokus terhadap pemberian ganti
kerugian dan yang belum di-berikan ganti: keruguian. Sejauh penelusuran yang
penulis lakukan, belum di temukan penelitian sebelumnya yang mambahas tentang
“Belumnya di berikan ganti kerugian”, maka dari itu penulis menjadikan literatur
tersebut sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang penulis lakukan.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang
terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.Berdasarkan judul penelitian diatas
maka penulis member batasan-batasan istilah dari judul yang di maksud dengan
tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini dan
tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup sangat luas. Batasan-
batasannya sebagai berikut :

Pelaksanaan yaitu sebuah proses, cara perbuatan melaksanakan. (Hukum K. , 2006,
p. 706)

Pemberian yaitu sesuatu yang dapat diberika, sesuatu yang didapat dari orang
lain, proses, cara, perbuatan member atau memberikan. (Bahasa, 2012, p. 178)

“Ganti kerugian yaitu penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang

berhak dalam proses pengadaan tanah.”
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“Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali”
“Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait
oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.”

“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemenrintah dan digunakan sebesar-besarnya suatu
kemakmuran rakyat.”

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam
penelitian hukum observasi atau survey yaitu penelitian yang di lakukan dilapangan
untuk memperoleh data yang akurat, sehingga dapat menjawab permasalahan yang
dihadapi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner.

Penelitiann ini bersifat deskriptif, vyaitu penelitian yang memberikan
gambaraan atau penjelasan mengenai penegekan hukum terhadap pemberian ganti
rugi terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di

Kota Pekanbaru lebih tepatnya di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kelurahan

Sri Meranti.
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3. Populasi dan Sample

Populasi

adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang

sama.Sample adalah himpunan bagian atas sebagai dari populasi yang dapat mewakili

keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan

penelitian. (Sunggono, 2005, p. 118)

Yang menjadi populasi dan sample dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. 22 orang dari 22 populasi yang penulis ambil dari masyarakat yang

terkena ganti kerugian untuk pembuatan parit di jalan Yos Sudarso

Kecamatan Rumbai

2. 1 orang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru

3. 1 orang Camat Sri Meranti

Agar dilihat dengan jelas bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kereteria Populasi Sample
No. Kereteria Populasi Populasi Sample
Masyarakat 22 orang 220rang
Badan Pertanahan Nasional 1 orang 1 orang
(BPN)
3. Camat 1 orang 1 orang

Sumber : Data Olah Lapangan tanggal 28 Januari 2019

4. Data dan Sumber Data
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Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari
responden dalam penelitian ini, berdasarkan hasil dari wawancara dengan masyarakat
yang terkena ganti rugi di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri
Meranti.

Data skunder data yang di peroleh agar dapat mendukung peneliti berupa
penelitian (library research) atau' berupa data tertulis agar teori-teori dan pendapat
para ahli atau tulisan dari buku dan literatur serta peraturan perundang-undangan,
khusunya buku-buku yang terkait dengan Hukum Perdata, “Undang-Undang Nomor
02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, hasil penilitian terdahulu, dan lain-lain”.

Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

dan Kamus Hukum.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a) Interivew (Wawancara)

Teknik yang dilakukan dengan carapenulis mengadakan tanya jawab secara
langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepala Kantor
Kecamat.

b) Kuesioner,
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Teknik yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan

secara tertutup atau terbuka kepada masyarakat atau sample. Daftar isi

pertanyaan (kuesioner) yang harus disesuaikan dengan Masalah yang ada.
6. Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu hasil wawancara
disajikan secara sistematis dalam' bentuk uraian yang jelas, sederhana dan mudah
dipahami. Setelah di peroleh dari hasil wawancara penulis sajikan dalam bentuk table
(Tabulasi) melalui pendekatan qualitative, kemudian dilakukan dengan menganalisa
(Pembahasan) dengan cara membandingkan teori-teori hukum dan pendapat parah
ahli dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan pengganti
kerugian atas tanah masyarakat untuk kepentingan umum.
7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif,
yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum, yaitu ketentuan
yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu kenyataan yang terjadi di
lapangan yang terkait dengan penegakan Undang-Undang terhadap pemberian ganti
rugi tanah oleh pemerintah di JI. Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kelurahan Sri

Meranti
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Pembangunan Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum

1. Pengertian Pengadaan Tanah

Menurut Imam Koeswahyono pengadaan tanah adalah ganti kerugian yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah sebagai suatu perbuatan hukum
kepada pihak (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut prosedur dan

besaran nominal tertentu. (Koeswahyono, 2008, p. 1)

Pengadaan tanah digunakan pertama sekali pada“Keputusan Presiden Nomor
55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1” defenisi dari pengadaan

lahan yaitu :

“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan

cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut”.

Pemerintah menetapkan pada tahun 2012 “Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum”beserta“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Atas

perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
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Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum.” Defenisi pengadaan tanah diatur di Pasal 1 angka 2 menyatakan:

“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang

berhak”.

Penulis mengutip pendapat ahli tentang . pengadaan lahan semacam

pertimbangan, sebagai berikut:

a. Boedi Harsono

“Perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula
ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan,dengan pemberian
imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk
mencapai kata sepakat -antara ryang -mempunya tanah dan pihak yang

memerlukannya”.

b. Gunanegara

“Proses pelepasan hak atas kepemilikan orang atas tanah dan/atau benda-
benda yang ada diatasnya yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan

umum”’.
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Berdasarkan definisi-definisi diatas, pengadaan tanah terdiri dariunsur-

unsur,yaitu :

-Pelepasan hak atas tanah menjadi tanah Negara berupa perbuatan hukum.

-Musyawara dan kesukarelaan merupakan dasar perbuatan hukum.

-Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum.

-dan disertai ganti rugi yang adil dan layak.

2. Kepentingan Umum

Dalam pengertian universal kepentingan umum bisa dikatakan untuk
keperluan, kebutuhan dan kepentingan orang banyak.Akan tetapi pengertian tersebut

tidak ada batasannya. (Olan Sitorus, 2004 , p. 6).

Kepentingan umum tidak dapat lepas dari pembangunan pertanahan. Menurut
John Salindeho pengertian dari kepentingan umum itu belum ada yang lebih
spesifik, akan tetapi dapat di tarik kesimpulan maka kepentingan umum itu bisa
disebut sebagai keharusan, untuk kegunaan banyak orang atau wujud sosial yang
lebih banyak. Sebab pengertian tersebut sangat umum,maka tiada batasannya, oleh
karena ituagar mendapat pengertian dari kepentingan umum itu, barangkali bisa
dijadikan suatu patokan sembari menunggu arti yang lebih spesifik, kepentingan
umum ialah kepentingan bangsa dan Negara dan kepentingan bersama rakyat, dan

dilihat dari segi-segi plitik, sosial, psikologis serta hak kemanusiaan berdasarkan
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untuk mengindahkan Ketahanan Nasional serta wawasan Nusantara dan azas-azas

Pembangunan Nasional. (Salindeho, 1988, p. 40)

Menurut “Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden-Republik Indonesia Nomor 99
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum kepentingaan umum ialah pemerintah harus mewujudkan

kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk kepentingan umum bagi masyarakat.”

3. Asas- Asas Dalam Pengadaan Tanah

Konsep hokum tanah nasional tentu makin mudah dipahami apabila selalu
berpegangan dengan pranata hokum pengadaan tanah. Hokum adat di ambil sebagai
konsep hukum tanah nasional, konsepnya berupa: ”komunalistik religius yang
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang

bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan”.

Konsep dari hokum tanah nasional Menurut Boedi Harsono lebih berbentuk
kedalam hukum pengadaan tanah, hal yang harus diperhatikan ada enam asas-asas

pengadaan tanah, yaitu: (Harsono b. , 2003, p. 31)

1. Siapapun pengguna tanah dan untuk kegunaan apa pun baik itu pejabat
wajib memiliki dasar haknya.
2. Hak bangsa bersunber dari seluruh hak atas tanah secara langsung

maupun tidak langsung.
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3. Menurut ketentuan yang berlaku, masyarakat wajib melewati kata sepakat
dengan pihak yang berkepentingan untuk memperoleh tanah hak.
Memaksa pemilik tanah agar memberikan tanahnya itu tidak
dperbolehkan.

4. Apabila jalur perundingan tak mendapat hasil sepakat, maka dalam
keadaan memaksa.ini, pemerintah: (lebih ke Presiden Republik Indonesia)
dibolehkan ‘untuk mengambil tanah yang diperlukan secara paksa dan
diberi kewenang oleh hukum, melalui pencabutan hak tanpa harus adanya
persetujuan dari pemilik tanah.

5. Apabila tanah sudah diserahkan maka harus diberi balasan yang setimpall,
berbentuk uang, fasilitas dan/atau tanah lain semaccam balasannya, agar
keadaan ekonominya tidak mengalami kemunduran maka acara
pencabutan hak ataupun acara perolehan tanah dengan dasar kata sepakat.

6. Pamong praja dan pamong desa wajib membimbing masyarakat yang
terkena ganti rugi tanah.

Menurut Maria Sumardjono, pemerintah dan warga yang lahannya dibutuhkan
untuk kegiatan pembangunan, sebab lahan menjadi kepentingan mendasar dari
masyrakat bentuk penjelmaan dari hak sosial, budaya dan ekomomi kemudian
pengadaan lahan wajib menjamin sebuah system agar tiada “pemaksaan kehendak”
kepada para puhak. Maka dari itu, masyarakat wajib memberikan tanahnya untuk
kegiatan pembangunan, disamping itu wajib adanya jaminan  kesejahteraan

ekonominya jangan sampai lebih buruk dari keadaan sebelum adanya pengadaan
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tanah, setidaknya harus sama dengan keadaan sebelum pengadaan tanah itu,
disamping itu pengadaab tanah wajib dilakukan dengan asas-asas, berikut: (Hukum

K., 1994, p. 4)

a. Asas Kemanusia, 1alah setiap masyarakat Indonesia dan pemerintah

wajib melindungi serta mengargai HAM secara sepadan.

b. Asas Kesepakatan, yaitu maka semua‘ urusan pengadaan dibuat
berlandaskan kata sepakat antara orang yang membutuhkan tanah dan
yang mempunyai hak atas tanah. Apabila sudah ada kata sepakat maka
aktifitas fisik baru bisalakukan.

c. Asas Kemanfaatan, bagi pihak yang membutuhkan tanah diharapkan
dapat menimbulkan dampak positif bagi pengadaan tanah, masyarakat
yang terkena imbas dan masyarakat banyak. Keseluruhan hasil kegiatan
pembangunan itu wajib bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.

d. Asas Keadilan, bagi yang terkena pengadaan tanah agar dapat
memperbaiki keadaan ekonomi, paling tidak sama seperti kondisi
sebelum terkena pengadaan tanah, untuk memperkirakan kehilangan akan
ciri fisik atau nonfisik.

e. Asas Kepastian, Pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang
berlaku yaitu Perundang-undangan, agar bisa para pihak mengetahui hak

dan kewajibannya.
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f. Asas Keterbukaan, penduduk yang tersentuh pengadaan tanah berhak
mendapatkan informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti
kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi
pengganti (bila ada), dan hak masyarakat untuk menyampaikan
keberatannya.

g. Asas Keikutsertaan/Partisipasi, s seluruh tugas danpelaksakebutuhan
(stakeholder) dalam setiap tahap Pengadaan tanah (perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan rasa ikut memiliki
dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang
bersangkutan.

h. Asas Kesetaraan, maksudnya perlu meletakkan kedudukan pihak-pihak
yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak secara sejajar
dalam proses pengadaan tanah. Minimalisasi dampak dankelangsungan
kesejahteraan sosial ekonomi. Dampak negative pengadaan tanah sedapat
mungkin diminimalkan, disertai dengan upaya untuk memperbaiki taraf
hidup masyarakat yang terkena dampak sehingga kegiatan sosial
ekonominya tidak mengalami kemunduran.

I. Asas Kesejahteraan, yaitu masyarakat secara luas mendapat nilai tambah
dari pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kelangsungan

kehidupan.

23



J. Asas Keberlanjutan, vyaitu kegiatan yang bisaberjalan secara
berkelanjutan, kelanjutan agar tercapaikeinginan yang diinginkan.
4. Dasar Hukum Pengadaan Tanah
Sewaktu berjalannya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Tentang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, lalu yang didigunakan sebagai
landasan yuridis ialah Permendagri. Nomor; 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-

ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Berdasarkan “Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 dalam pengadaan tanah
dikenal istilah pembebasan tanah, yang berarti melepaskan hubungan hukum yang
semula terdapat diantara pemegang atau penguasa atas tanah dengan cara
memberikan ganti rugi. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 2 Keppres Nomor 55 Tahun

1993 menyatakan bahwa”:

“Pelepasan atau penyerahan ' hak ‘adalah kegiatan melepaskan hubungan
hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya

dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah”.

Kemudian untuk musyawarah dituangkankedalam butir ke 5 (lima) yang
mengatakan: “Musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar, dengan
sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas sikap
kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan

tanah untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian”.
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Saat sahnya Keputusan Presiden Nomor55 Tahun 1993 sebutan itu berganti
dengan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah. Pada prinsipnya pelepasan hak atas

tanah ada pada segi hukum materilnya serupa dengan hukum perdata.

Penyerahan hak atas tanah ditentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum itu
ditentukan dari ada atau tidaknya kata sepakat dari para pihak, berlakunya praturan
yang mengatur tentang sahnya suatu perjanjian diatur. pada Pasal 1320 KUH Perdata.

(Harsono b., 2003, p. 4)

Perbandingannya cuma termuat pada segi internal administrasinya yaitu
pelepasan tanah secara umumdidasarkan pada Permendagri Nomor 15 Tahun 1975,
sebaliknyapengalihan hak atas tanah diatur berlandaskan pada Keppres No. 55 Tahun

1993. (Olan Sitorus, 2004 , p. 19)

Sedangkan kedudukan hukum, Keppres. Nomor 55 Tahun 1993 sama dengan
Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, yaitu sebagai aturan didalam pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang isinya menyinggung ketetapan-
ketetapan perihal aturan untuk medapatkan lahan dan pejabat yang berwenang dalam
hal tersebut. Boedi Harsono mengatakan, karena bukan undang-undang maka
Keppres Nomor 55 Tahun 1993 merupakan suatu peraturan internal administrasi, dan
defenisinya memberi kesan tidak mengikat pihak yang memiliki tanah meskipun

kesannya demikian, maka tidak berlaku mamaksa pada pihak yang mempunyai tanah.
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Maka sebagai konsekuensi dari keputusan administrasi negara yang dimaksud
untuk menuntaskan ketidak sediaan pemegang hak atas tanah terhadap besarnya ganti
kerugian bukan menjadi keputusan yang bersifat akhir atau final, Karena tidak dapat
dipaksakan. Dapat dilihat pada Pasal 21 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang
menyatakan bahwa “apabila upaya penyelesaian yang dit empuh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat 1 tidak diterima oleh" pemegang hak atas tanah, dan lokasi
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, maka
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 mengajukan usul penyelesaian dengan cara
pencabutan hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961

tentang Pencabutan Hak atas Tanah dn Benda-benda diatasnya”.

B. Pelepasan Hak Untuk Kepentingan Umum

1. Pengertian Pelepasan Hak Atas Tanah.

Pelepasann hak atas tanah yaitu diberikannya kembali tanah hak itu
kepada Negara dengan sukarela (Salindeho, 1988, p. 33). Tujuan dari kegiatan ini
supaya para pihak menyerahkan tanahnya ke pemerintah dengan ketentuan dan

syarat-syarat yang berlaku berupa hak tanah yang baru.

Prof Boedi Harsono mengatakan “bahwa pengertian pelepasan hak atas tanah
yaitu suatu tindakan yang berkaitan dengan penguasa tanah untuk melepaskan haknya
secara langsung maupun tidak langsung dengan membarikan ganti rugi yang sesuai

dengan milik penguasa tanah.” (Harsono b. , 2003, p. 898)
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2. Maksud Dan Tujuan Pelepasan Hak Atas Tanah

Persetujuan pemegang hak atas dasar Pelepasan hak atas tanah dapat diproses
baik mengenai teknis pelaksanaannya maupun bentuk atau besar ganti rugi kalau si
pemegang hak tidak ingin melepaskan atau menyerahkan lahannya kemudian
pemerintah melalui musyawarah baik bersama instansi yang terkait serta semua
pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan pembuatan parit untuk kepentingan
umum dengan memebrikan ganti rugi, agar tanah tersebut bisa dipergunakan sebaik
mungkin buat pembuatan parit itu. Maka dari itu dalamhasil musyawarahpelepasan
hak dapat diamati oleh para pemegang hak yaitu melepaskan haknya kepada Negara
untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama diberikan ganti rugi yang sesuai

dengan harga dasar yang telah di sepakati.

Akan tetapi untuk pelepasan hak atas tanah andaikan disangkutpautkan
dengan kepentingan umum, pemegang hak atas tanah diharuskan memiliki
pemahaman lain sehingga dapat dipertimbangkan nominal ganti rugi yang diberikan
dari pihak proyek pembangunan demi kepentingan umum, tujuan dari pelepasan
tersebut buakn hanya dilihat imelalui pandangan kepenting perseorangan akan tetapi

dapat berhubungan dengan kepentingan umum.

Pelepasan hak dilihat dari sudut pandangnya merupakan pelepasan dari
pemilik lahan ke pihak yang memerlukannya dengan cara memberikan ganti rugi

kepada pemilik lahan ke pihak yang membutuhkannya bagi kepentingan bersama.
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3. Hak AtasTanah .

Hak atas tanah yaitu suatu haak pemilik tanah yang bermakna tenatng sebaris
kewewenang, keharusan dan yang tidak boleh bagi pemilik tanah agar melakukan

sesuatu pada lahan dimilikinya.

Didalam hukum pertanahan _mengatur tentang sesuaatu yang harus atau yang
tidak boleh untuk di perbuat, yang menjadi tolak pembeda diantara hak penguasa atas
tanah yaitu merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadikan kriterium.(Harsono

B. , 2003, p. 24)

Pada pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan ,bahwa:

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai

oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat”.

Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak
yang dapat diberikan atau dimiliki ke badan hukum dan perseorangan yang syarat-
syaratnya telah ditetapkan. Aturan yang mengatur tersebut di atur pada Pasal 4 ayat 1

UUPA, yang menyebutkan:

“Atas dasar Hak Menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut
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tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Sedangkan dalam ayat (2) dinyakatan bahwa :

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula
tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu
dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum

yang lebih tinggi.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hak atas tanah

yang diatur pada Pasal 16 ayat 1 UUPA, yaitu:

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha;

c. Hak Guna Bangunan;

d. Hak Pakai,

e. Hak Sewa;

f. Hak Membuka Tanah;

g. Hak Memungut Hasil Hutan;

h. Hak-hak lain,

29



Hak-hak bersifat sementara diatas diatur pada Pasal 53 ayat 1 yang
menyebutkan:

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal

16 ayat (1) huruf h, ialah Hak Gadai, Hak Usaha-Bagi-Hasil, Hak

Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian diatur untuk membatasi

sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak

tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat™.

UUPA membebani kepada orang atau badan hukm kewajiban yang memiki
hak atas lahan, wajib mencegah kerusakan tanah dan memelihara termasuk
menambah kesuburan dan mengusahakan sendiri secara aktif. Bdan hukum atau
orang yang memiliki hak atas tanah, tanahnya tersebut memiliki fungsi sosial dan
tiada yang bisa sama sekali digunakan sebagai kegunaan personaljangan
memperdulikan kepentingan orang lain, bisa disebut tanah itu memiliki fungsi sosial
begitu jugadidasarkan dalam pasal 6 UUPA, yang berbunyi “semua hak atas tanah

mempunyai fungsi sosial”.

Didalam pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa: “tiap-tiap warga negara Indonesia,
baik Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi

diri sendiri maupun keluarganya”.
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Yang bukan merupakan WNI atau Badan Hukum Asing begitu demikian
dibatasi haknya, cuma hak sewa atau hak pakai saja. Perihal ini diatur dalam Pasal 42
dan Pasal 45 UUPA itu “hak milik tidak dapat di berikan kepada badan hukum asing
yang berkedudukan di Indonesia_menurut hukum Indonesia yang ditetapkan oleh
pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 huruf b dan Pasal 36 ayat 1

huruf b UUPA.

Hak—hak atas tanah yang ada didalam UUPA maka hak tanah terdiri dari:

1) Hak Atas Tanah Bersifat Tetap

Hak atas tanah menurut “UUPA yang diatur dalam Pasal16”yaitu:

a. Hak Milik

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa
“Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih atau dialihkan pada
pihak lain.”” Bisa disebut bahwa keunikan dari hak milik yaitu turun
temurun, terkuat, terpenuh. Apabila ciri ketiga ini tidak ada artinya itu
bukan hak milik. Sifat hak milik turun temurun maksudnya bukan sekedar
berjalan sepanjang hidupnya orang itu memiliki tanah tersebut, namun
bisa diteruskan ke ahli warisnya andaikan pemilik dari tanah itu meninggal

dunia.(Harsono B. , 2003, p. 237)

Terkuat menunjukan:
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. Jangka waktu tidak bisa ditentukan. Maka dari itu tidak bisa
disamakan dengan hak-hak lainnya.

. Haknya terpenuhi dan ada tanda bukti terdaftar, yang berarti:

. Kewenangan diberikan ke orang yang memiliki hak milik itu, yang
paling besar melainkan dengan hak lainnya.

. Pemilik tanah hak ‘milik ‘dapat .menyerahkan tanah ke pihak lain
dengan hak yang kurang dari pada hak milik, maka dari itu hak milik
dapat disebut induk dari hak-hak lainnya.

. Hak Milik adalah hak paling penuh dan tidak berinduk kepada hak atas
tanah lain,karena hak selain hak milik kurang penuh.

. Hak milik tidak memiliki batasan. Pada prinsipnya pemilik tanah hak
milik bebas menggunakan tanahnya, asal tidak merugikan orang lain
dan bermanfaat untuk kesejahterasan masyarakat dan Negara.
(Harsono B. , 2003, p. 238)

“Hal yang tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan ialah apabila
tanah itu digunakan semata-mata untuk kepentingan individu saja,
apalagi hak itu mendatangkan kerugian bagi masyakarat.” penjelasaan
Pasal 6 UUD Nomor 5 Tahun 1960. “Berkaitan dengan fungsi sosial
sudah seharusnya apabila tanah itu dipelihara dengan baik agar lebih
subur serta dicegah agar tidak rusak.” (ketentuan Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960). Bukan cuma dipikul oleh orang yang

32



memegang hak atas tanah saja, instansi atau badan hukum yang

memiliki ikatan bersama tanah itu.

Cirri-ciri dasar hak miliknya , yaitu:

-Boleh digadaikan

-Dapat dijadikan hutang

-Dapat dilepaskan dengan sukarela

-Dapat dialihkan kepada orang lain

Pasal 27 UUPA menyatakan hak milik di hapus apabila;

a. Tanah jatuh kepada Negara :

1. dicabutnya hak berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA.

2. Penyerahan dengann sukarela oleh pemiliknya.

3. Diterlantarakannya

4. Di Karenakan ketentuan Pasal2l ayat(3) dan Pasal26 ayat(2)
b. Tanahnya musnah.

“Hak Milik yaitu hak yang terkuat dan terpenuh yang
dapat dimiliki orang atas tanah. Pembagian sifat ini berarti bahwa
hak tersebut merupakan hak mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat
diganggu gugat sebagai hak eigendom” sebagaimana dinyatakan

pada Pasal 571 KUHPerdata. keunikan yang begitu bertolak
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belakang pada fungsi sosial dan sifat hukum adat dari masing-
masing hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuh” memiliki arti guna
memperbedakan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak
pakai dan lainnya dengan tujuansebagaipemberitahuan bahwa
antara hak-hak atas tanah yang bisa dipunyai, hak miliklah yang

terkuat dan terpenuh.

Pengertian terkuat serupa yang ada pada “Pasal 571
KUHPerdata berbeda pada rumusan pada Pasal 20 UUPA, sebab
pada UUPA dikatakankan sebagai semua hak atas tanah memiliki
fungsi sosial maka keadaan ini berbanding terbalik bersama artian

hak eigendom yang ada pada Pasal 571 KUHPerdata”.

. Hak Guna Usaha

Dalam Pasal 29 UUPA mengatakan bahwa “Hak Guna
Usaha ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu, guna
perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.” Tanah hak guna
usaha ini masih bisa membangun bangunan diatas tanah HGU ini.
Pada usaha perikanan, pertanian, peternakan HGU ini terbatas.

HGU memiliki cirri-ciri khususnya, yaitu;
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HGU termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan dan hak
atas tanah yang kuat artinya tidak mudah hapus dan mudah
dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.

. HGU dapat beralih yaitu diwaris kepada ahli waris yang
mempunyai hak.

. Jangka.waktu HGU itu tertentu, apabila sudah waktunya pasti
akan berhenti.

. Hak tanggungan bisa didapatkan HGU sebagai beban jaminan
utang.

HGU bisa berpindah ke pihak lainnya, yaitu ditukarkan
dengan benda lain, dijual, diberikan dengan wasiat dan
dihibahkan.

HGU- bisa dilepaskan pemiliknya, sehingga tanahnya itu
menjadi tanah Negara.

. HGU hanya bisa dipergunakan untuk keperluan usaha
peternakan, pertanian, dan perikanan.

Hanya dalam jangka waktu 25 tahun Hak Guna Usaha dapat

diberikan. Dan dapat diperpanjang dalam 25 tahun atas permintaan

pemegang hak. Pada Pasal 30 UUPA mengatur tentang masalah

subyek Hak Guna Usaha.

1. Subyek dari Hak Guna Usaha adalah;
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a. WNI
b. Badan Hukum yang berdiri di Indonesia harus menurut
Hukum Indonesia.

2. “Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan
tidak lagi memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1)
Pasal ini. dalam  jangka waktu satu tahun wajib melepaskan
ataumengalihkan hak itu kepada pihak yang memenuhi syarat.”

Ketetapan pemerintah terjadi karena adanya Hak Guna Usaha,

sebaliknya hak ini bisa hapus karena,;

1. Jangka waktunya berakhir.

2. Sebelum jangka waktunya berakhir dihentikan karena ada
syarat yang tidak dipenuhi.

3. Pemegang ‘haknya ‘melepaskan sebelum jangka waktunya
berakhir.

4. Dicabut untuk kepentingan umum.

5. Tanahnya diterlantarkan.

6. Tanahnya musnah.

7. Dikarenakan ketentuan Pasal 30 ayat 2 UUPA.
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c. Hak Guna Bangunan

Pasal 35 ayat (1) UUPA mengatakan “Hak Guna
Bangunan adalah hak untuk -mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka
waktu paling lama 30 tahun.” Berbeda dengan HGU, penyediaan
untuk.-HGB vyaitu hanya bangunannya saja. Dikhusus haya untuk
mendirikan bangunan, akan tetapi pemilik hak masih bisa
menanam sesuatu di tanah tersebut, memiliki kolam untuk
memelihara tkan atau memelihara ternak, asalkan penggunaan
tanah yangpokok bertujuan adalah untuk bangunan. Hak ini bukan
hak yang berasal dari hukum adat. Sebagaimana HGU, HGB ada

sebagai pelengkap kebutuhan masyarakat modern..

Pada pasal 36 ayat 1 mengatur tentang subyek HGB yaitu;

a. “Warga Negara Indonesia.”
b. “Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
danberkedudukan di Indonesia.”

Beberapa cirri dasar yang dimiliki Hak Guna Bangunan ,yaitu;

a. HGB termasuk hak yang tidak mungkin hapus dan mudah
dipertahankan terhadap gangguan pihak lain artinya hak yang

kuat. Hak ini wajib didaftarkan.
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. HGB bisa dialihkan, artinya bisa diwaris oleh ahli waris yang
mempunyai hak tersebut.

HGB bisa beralih ke pihak lainnya yaitu ditukarkan dengan
benda lain, dijual, dihibahkan atau diberikan dengan wasiat.

. HGB bisa dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak
tanggungan.

. Jangka waktu HGB tertentu, artinya pasti pada akhirnya akan
berakhir.

HGB hanya dapat diberikan untuk keperluan pembangunan

bangunan-bangunan.

. HGB bisa dilepaskan oleh yang mempunyai hingga tanahnya

menjadi tanah Negara.

Jangka waktu paling lama dari Hak Guna Bangunan adalah 30

tahun. Jangka waktu ini dapat di perpanjang paling lama 20 tahun

mengingat keperluan serta keadaan bangunan atas permintaan

pemegang hak. HGB terjadi karena;

a) Penetapan pemerintah mengenai tanah yang dikuasai oleh

Negara.
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b) Perjanjian yang berbentuk autentik antara pemilik tanah
dengan pihak yang akan memperoleh HGB itu bermaksud
menimbulkan HGB itu.

Hapusnya HGB karena;

a. Jangka waktunya berakhir.

b. Jangka waktunya dihentikan, karena suatu syarat yang tidak
terpenuhi.

c. Pemegang hak melepaskan haknya sebelum jangka waktunya
berakhir.

d. Dicabut untuk kepentingan Umum.

e. Diterlantarkan.

f. Tanahnya musnah.

g. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) UUPA.

. Hak Pakai

Dasarnya terdapat pada Pasal 41 ayat (1) UUPA mengatakan
“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut
hasil dari tanah yang langsung dikuasai Negara atau tanah milik
orang lain,yang memberikan wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian

dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa.”
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Subyek dari hak pakai adalah;

a) WNI

b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

c) Badan-badan hukum yang mempunyai perwakilan di
Indonesia. Badan-badan hukum yang didirikan menurut
hukum-Indonesia..

Hapusnya hak pakai pada dasarnya di UUPA tidak memuat

ketentuan Khusus. Walaupun seperti itu bisa dikemukakan hak

pakai hapus kerena: (Perangin, 1999, p. 295)

a. Jangka waktu berakhir

h. Sesuatu yang harus dipenuhi oleh pemegang hak yang
bersangkutan diberhentikan sebelum jangka waktunya
berakhir karena tidak terpenunhi.

c. Pemegang hak melepaskan haknya sebelum jangka
waktunya berakhir.

d. Dicabut untuk kepentingan umum.

e. Tanahnya musnah.

e. Hak Sewa

Pada pasal 44 UUPA mengatakan;

a. “Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas

tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain
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untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.”

b. “Pembayaran uang sewa dapat dilakukan;

a) satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu.
b) sebelum atau sesudah tanah dipergunakan.”

c. “Perjanjian sewa tanah.yang dimaksudkan dalam pasal ini
tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-
unsur pemerasan.”

Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa “hak sewa
adalah hak yang member kewenangan kepada orang lain untuk
menggunakan tanahnya. Perbedaannya dengan hak pakai adalah

dalam hak sewa penyewa harus membayar uang sewa.”.

2) Hak Atas Tanah Bersifat Sementara

Pada pasal 53 UUPA Hak atas tanah yang bersifat sementara.
Karena Hak tanah bersifat sementara tersebut akan di hapuskan
kapanpun. Pada asas dipasal 10 UUPA hak ini berlawanan yang
mengatakan , “seseorang yang mempunyai suatu hak atas tanah
pertanian diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif dengan
mencegah cara-cara pemerasan, namun sampai saat ini hak-hak

tersebut masih belum dihapus”.
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a)

b)

Hak-hak yang bersifat sementara, yaitu sebagai berikut :

Hak gadai tanah/jual gadai/jual sende

Maksudnya yaitu memberikan . pembayaran sejumlah uang
terhadapa tanah sebagai ketentuan bahwa orang yang
menyerahkan tanah mempunyai hak untuk meminta kembalinya

tanah tersebut dengan memberikan uang yang besarnya sama.

Hak Usaha Bagi Hasil

Hak usaha bagi hasil merupakan hak seseorang atau badan hukum
untuk menggarap di atas tanah pertanian orang lain dengan
perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi diantara kedua belah pihak

menurut perjanjian yang telah disetujui sebelumnya.

Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak sewa tanah pertanian adalah pemilik tanah pertanian
menyerahkan tanahnya kepada orag lain dengan memberikan
sejumlah uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian sesudah
memberikan sejumlah uang memberikan tanah selama waktu
tertentu sesuai dengan kesepakatan, tanahnya akan di kembalikan

kepada pemilik tanah.
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d) Hak menumpang
Hak menumpang adalah suatu wewenang untuk diberikan pada
orang lain untuk mendiami ata membangun rumah pada
pekarangan pemilik tanah. Pemegang hak menumpang tidak
diharuskan membayar kepada orang yang memiliki tanah, apabula
pemilik tanah' memerlukan tanahnya maka dapat di putuskan
dengan pemegang hak menumpang maka dari itu hak menumpang
ini sangat lemah. Biasanya hak ini di berikan pada tanah

perkarangan saja dan tidak untuk tanah pertanian.

4. Fungsi Tanah

Sebutan land atau tanah mempunyai defenisi yang begitu
banyak. Andaikan diartikan secara lurus, akan diperoleh berlimpah
pengertian mengenai ‘tanah. Menurut Prof Boedi Harsono, “tanah
adalah permukaan bumi, yang penggunaannya meliputi sebagian
tubuh bumi yang berada dibawah dan yang ada diatasnya, dengan
pembatasan yang tercntum didalam Pasal 4 UUPA vyaitu sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut
UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”(Harsono B. ,

2003, p. 262)
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Sedangkan menurut Prof. Imam Sudayat, S.H., sebagai
defenisi geologis-agronomis, “tanah adalah lapisan lepas permukaan
bumi yang paling atas, yang dapat dimanfaatkan untuk menaman
tumbuh-tumbuhan_disebut penggarap, tanah pekarangan, tanah
pertanian, tanah perkebunan,sedangkan untuk digunakan untuk

mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan.” (Sudayat, 1992,

p. 1)

Manusia mempunyai fungsi untuk mengelolah tanah yang
dapart diartikan bahwa tanah merupakan faktor produksi, dapat di
manfaatkan eksitensinya bagi kehidupan manusia dan mempunyai
nilai tambah untuk manusia itu sendiri, dan juga sebagai pendukung
kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara. Tanah sebagai
koleransi maka peranan-tanah sebagai lahan pertanian sangat erat,
manusia pada umumnya bsia memanfaatkan kesuburannya bagi para

petani.

Semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk yang
meningkat tanah juga bisa dijadikan tabungan, maka dari itu tanah
bisa jadi sesuatu yang langka. Demi kelangsungan hidup hal seperti
ini bisa menimbulkan dampak pada manusia untuk berfikir tanah
dapat di manfaatkan. Obyek perdagangan dijadikan jual-beli

contohnya.
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Tanah dapat di pandang dari sudut faktor produksi yang
fungsi tanah memang beraneka ragam, agar memenuhi kebutuhan
hidup dan menunjang keperluan manusia yang secara ekonomi sangat
diperlukan, misalnya tanah sebagai tabungan di hari tua, sarana
investasi dan sarana untuk mengembangkan usaha. Tanah merupakan
warisan dari leluhur jika dilihat.dari sosial dan budaya dengan tujuan
untuk generasi yang selanjutnya. Amanat yang harus di emban untuk

kepentigan manusia yaitu pengelolaan tanah.

Dalam pembangunan secara skematis fungsi tanah meliputi :

(Arie Sukanti, 2000, p. 60)

1. Sebagai Wadah (di kota)

I.Hak-Hak Primer

a. Hak Milik (untuk perumahan/usaha)
b. Hak Guna Bangunan (untuk kantor, tempat pabrik atau
industri)
c. Hak Pakai
d. Hak Pengelola
Il.  Hak-Hak Sekunder
a. Hak Sewa

b. Hak Pakai
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c. Hak Guna Usaha
d. Hak Menumpang
2. Sebagai Faktor Produksi (di desa)
I.  Hak-Hak Primer
a. Hak Milik (untuk sawah dan kebun)
b. Hak,Guna ‘Usaha i(untuk perkebunan, usaha peternakan
dan perikanan
Il.  Hak-Hak Sekunder
a. Hak Sewa
b. Hak Pakai
c. Hak Usaha Bagi HasiDalam rangka pembagian ruang
(lingkungan) kehidupan
Semua hak tersebut diatas perlu sebagai kebutuhan manusia
untuk dilakukan pengembangan dalam pembangunan, yaitu : (Marbun
B.N, 1979, p. 43)
a. Marga (circulation), yaitu baik di luar maupun didalam kota
untuk memenuhi kebutuhan manusia dibidang perhubungan.
b. Wisma (home), yaitu sebagai tempat tinggal bagi keluarga
keturunan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
c. Karya (work), yaitu wujud karya manusia untuk memenuhi
kebutuhan manusia dalam rangka tercapainya tujuan pekerjaan

atas banguna.
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d. Suka (recreation), yaitu sebagai tempat rekreasi bagi manusia
untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka memuaskan
kebutuhan batin.

e.. Penyempurnaan, vyaitu - segala  keperluan manusia guna
menumpang yang tidak termasuk empat poin diatas, yaitu ;

a) Rohani(agama).

b) Jasmasi (olah raga).

c) Pemakaman

d) Kesenian.

e) Pendidikan.

f) Lembaga-lembaga ilmu pengetahuan.

Agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan manusia

terkhususnya-di Indonesia semua hak atas tanah dibagi sesuai dengan
funsinya untuk kebutuhan manusia. Dan itu dengan jelaslah

dikatakan di atas

5. Tata Cara Memperoleh Hak Atas Tanah

Berbagai cara memperoleh tanah disediakan di dalam Hukum
Tanah Nasional yang diperlukan baik badan hukum maupun
perorangan. Tanah yang dikuasai wajib dalam keadaan legal, baik
untuk keperluan pribadi, kegiatan usaha (bisnis) maupun untuk

keperluan Instansi Pemerintah.
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Tata cara memperoleh hak atas anah yang dimaksud ialah
tujuan untuk menimbulkan suatu hubungan yang legal antara subjek
tertentu dengan tanah tertentu dengan prosedur yang harus ditempuh.

(Arie Sukanti, 2000, p. 66)

Untuk menguasai tanah di perlukan 3 faktor pokok yang
mempengaruhi‘badan hukum, seseorang maupun instansi pemerintah,

sebagai berikut :

a. Status hukum pihak yang hendak menguasai tanah tersebut
b. Status tanah yang tersedia.
c. Tanah yang diperlukan untuk melepas tanahn adalah keinginan
pemegang hak atas tanah.
Untuk menuju perolehan hak atas tanah yang secara legal,
dengann demikian ‘subjek-hukum perorangan maupun badan hukum
harus memperhatikan asas-asas yang ada didalam penguasaan tanah

agar terciptanya perlindungan hukum pemegang hak, sebagai berikut:

a. Hukum Tanah Nasional menyediakan keperluaan apapun untuk
penggunaan tanah dan penguasaan harus berdasarkan Undang-

undang yang berlaku.

48



b. Sanksi pidana dapat diberikan apabila penguasaan dan

pemakaianlahantidak ada dasar hak (illegal), tidak dibetulkan
(UU No 51 Prp Tahun 1960);

Hukum  Tanah Nasional ~menyediakan penguasaan dan
penggunaan tanah yang berdasarkan hak, dilindungi oleh hukum
terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama anggota
masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika
gangguan tersebut tidak mempunyai dasar hukum.

. Sebagai penanggulangan kendala yang terjadi maka hukum
menyediakan berbagai sarana, Seperti gangguan dari sesama
masyarakat dilakukan melalui cara gugatan melalui Pengadilan
Negeri atau minta perlindungan kepada Bupati/ Walikota,
sedangkan gangguan dari penguasa Negara, gugatan melalui
Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Didalam kejadian biasa, dibutuhkan siapa saja serta bagi
kebutuhan manapun juga untuk kepentingan proyek-proyek
kepentingan umum perolehan tanah yang menjadi hak seseorang
harus melalui musyawarah untuk mufakat, baik penyerahan
tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai
pembayaran yangharus di berikan pihak yang membutuhkan tanah

itu kepada pemilik tanah.

49



f.

Berhubungan dengan apa yang disebut di atas, dalam kondisi
biasa untuk memperolah tanah yang diperlukan tidak dibenarkan
adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun kepada
pemegang haknya, untuk -menyerahkan tanah kepunyaannya dan
atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, termasuk juga
penggunaan. -lembaga 'penawaran pembayaran yang diikuti
konsinyasi pada Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam
Pasal 1404 KUHPerdata.

Keadaannya yang memaksa, apabilalahan yang tersangkut
diperlukan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, dan
tidak mungkin menggunakan  tanah yang lain, sedang
musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperolah
kesepakatan, dapat dilakukan:pengambilan secara paksa, dalam
arti tidak memerlukan persetujuan pemegang haknya.

Mendapati apabila pengambilalihan hak atas tanaah, baik
berdasarkan kesepakatan bersama ataupun pencabutan hak,
pemegang haknya Dberhak memperoleh imbalan atau ganti
kerugian, tidak hanya meliputi tanah, bangunan dan tanaman
milik pemegang hak, melainkan juga kerugian-kerugian yang
dideritanya sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan.
Bagi pihak yang mempunyai hak atas hak tanah yang di butuhkan

diberikan ganti rugi dan dicabut haknya, mesti di lakukan seperti
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itu, dalam bidang sosial ataupun tingkat ekonomi bekas pemegang
haknya tidak mengalami kemunduran.

Satus tanah tang tersedia, yaitu:

Lahan yang tepat dipegang olehNegara, Tanah Negara.

. Lahan yang sudah dipegang oleh suatu hak atas lahan terhadap
badan hukum ‘atau orang, tanah hak kategorinya meliputi: Hak
Milik, HGU, HGB, dan Hak Pakai,

Hak yang mengadakan lahan untuk kebutuhan pihak lain agar
pihak itu bisa mengambil bagian tanah vyaitu tanah hak
pengelolaan, Tanah Hak Pengelolaan dengan Hak Milik, HGB,

dan Hak Pakai, dengan cara pemberian hak.

Bentuk dasarnya “Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang

kewenangan pengerjaannya sebagian dilimpahkan pada pemegangnya” Pasal 1 angka

7 PP No 99 Tahun 2014, sedangkan yang dikuasainya adalah tanah mlik negara,

makanya pihak-pihak yang memerlukan dapat diberikan Hak Milik atau HGB atau

Hak Pakai.

Instansi Daerah, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara itulah subjek-subjek

yang hanya dapat Hak Pengelolaan. Menurut Hukum Tanah Nasional proses

memperoleh tanah secara garis besar, yaitu :

a. Apabila lahan yang dibutugkan berstatus tanah Negara harus melalui Agenda

Permohonan dan Pemberian Hak Atas tanah.
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b. Apabila lahan yang dibutuhkan statusnya tanah hak, apabila pemilik hak
bersedia memberikan tanahnya maka harus melalui Acara Pemindahan Hak.

c. Apabila lahan itu diinginkan statusnya hak ulayat masyarakat hukum adat
atau tanah hak, seseorang yang membutuhkan lahan tidak bisa mempunyai
lahan yang sudah ada, maka seseorang yang mempunyainya bersedia
memberikan hak atas tanah maka harus.melalui Agenda Pelepasan Hak.

d. Apabila lahan yang dibutuhkan statusnya tanah hak, empunya lahan tidak
perlu menghilangkan hak atas tanah dibutuhkan bagi kepentingan umum,
kemudian harus melalui Acara Pencabutan Hak.

C. Ganti Rugi Hak AtasTanah Untuk Kepentingan Umum

1. Pengertian Ganti Rugi

“Secara umum defenisi penggantian kerugian atau ganti rugi dipergunakan
pada hukum perdata, maupun.-itu. tentang- ingkar janji (wanprestasi), bidang
penggantian atau punmelanggar hukum harus bertanggung jawab atas kerugian. Ganti
rugi itu dapat berupa penggantian dari pada prestasi, tetapi dapat berdiri sendiri
disamping prestasi tersebut” pengertian atau istilah yang pernah di katakana oleh R.

Setiawan, S.H. (Setiawan, 1987, p. 18)

Prof. R. Subekti, S.H. menyebutkan: “Bahwa seorang debitur telah
diperingatkan dengan tegas dan ditagih janjinya, apabila tetap tidak melakukan
prestasinya maka dinyatakan lalai atau alpa dan dia dapat diberikan sanksi-sanksi

yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Dan juga Undang-
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undang pertanggungan merupakan suatu perjanjian, dimana penanggung mendapat
premi dengan kesanggupan mengganti kerugian keuntungan yang ditangung atau

yang mungkin diderita sebagai akibat tertentu.” (Subekti, 1985, p. 163)

Dari pendapat ahli hukum seperti tersebut di atas maka sasaran ganti rugi
hanya bisa didasarkan dengan uang. Timbul pertanyaan selanjutnya apa pengertian
ganti rugi tersebut, sebutan-ganti rugi itu kebanyakan timbul karena ada yang
perbuatan melanggar hukumdan ingkar janji. Kreditur mempunyai kewajiban untuk
memenuhi prestasi kepada debitur, jika debitur enggan melakukannya dan tidak
dalam keadaan terpaksa, kemudian si debitur bisa dikatakan lalai. tiga macam ingkar

janji, yaitu:

1. Prestasi tidakakan terpenuhi.
2. Terlambat memenuhi prestasinya.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik. (Setiawan, 1987, p. 18)

Timbul persoalan sehubungan dengan dibedakan ingkar janji seperti diatas
apakah debitur yang tidak menyanggupi prestasi akurat pada temponya bisa dikatakan
telat atau prestasinya tidak terpenuhi sama sekali. Maka dari itu debitur tak lagi bisa
menyanggupi prestasinya, bhwa debitur tidak menepati prestasinya seluruhnya.
Apabila prestasi debitur masih bisa dimintakan pemenuhannya, kemudiandapat
dimasukkan pada telat memenuhi prestasi. Apabila debitur menyanggupi prestasi

secara tidak baik ,itu bisadi golongkan terlambat memenuhi prestasi apabila
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prestasinya masih bisa diperbaiki dan jika tidak, bisa disebut tidak menyanggupi

prestasi seluruhnya.

Seseorang debitur bisa dikatakan lalai bisa berakibat kerugian kepada diri
sendiri, oleh _sebab itu semenjak itu si debitur wajib mengganti kerugian karena

kelakuannya ,kreditur bisa menagih ke debitur berupa:
1.Pemenuhaan perikatan.
2.Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
3.Ganti rugi.
4.Pembatalan persetujuan timbal balik.
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Pasal 1365 KUH Perdata berisi-tentang ketentuan yang dipakai dalam tuntutan
ganti rugi karena wanprestasi, karena aturan sebagal tuntutan karena wanprestasi
wajib ada bukti terlebih dahulu bahwa kreditur telah mengalami kerugian dan berapa

jumlah kerugiannya.

Faktor-faktor yang dapat menentukan tuntutuan karena wanprestasi

disebutkan pada Pasal 1246 KUH Perdata, meliputi:

1. “Kerugian yang nyata diderita.”

2. “Keuntungan yang harus diperoleh.”
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Dari faktor itu makanya ganti rugi didefinisikan secara umum adalah “suatu
perjanjian atau perikatan yang diadakan antara debitur dan kreditur yang mengikat
secara hukum dimana salah satu pihak (debitur atau kreditur) melakukan kelalaian
karena sesuatu hal tertentu yang karena keadaan memaksa yang menyebabkan pihak
lain (kreditur atau debitur) mengalami kerugian dan dengan terjadinya kejadian itu

pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan prestasinya.”

“Pasal 1 ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2014 pengertian ganti rugi, yaitu ganti rugi adalah penggantian yang layak dan adil

kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.”

Defenisi dari pengadaan lahan untuk kepentingan umum bertentangan dengan

defenisi ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

2. Bentuk Dasar Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum

“Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan

Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 74, bentuk ganti rugi dapat berupa™:

a). Uang.

b). Tanah pengganti.

55



c). Permukiman kembali.

d). Kepemilikan saham, atau

e). Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

“Sedangkan Pengadaan Tanah Untuk KepentingagnUmumYang Luasnya
Kurang Dari Satu Hektar menurut Peraturan:Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 59 >

(1) “Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung
ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang
memerlukan tanah dengan pemilik.”

(2) “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman
pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP
tahun berjalan di sekitar lokasi.”

Menurut “John Salindeho mengenai defenisi harga dasar dan harga umum
setempat atas tanah yang terkena pembebasan hak atas tanah.Harga dasar atau NJOP
harus menjadi dasar untuk menentukan harga tanah atau uang ganti rugi yang sah
untuk tanah yang terkena pembebesan.Sedangkan harga umum yang ditetapkan
adalah hargatanahyangtampak secara umum pada saattransaksi tanah di suatutempat.”

(Salindeho, 1988, p. 61)

Bisa dikatakan harga pasaran adalah prolehan pada umumnya harga penjualan

pada waktu tertentu, maka tempat artinya sebuah wilayah/lokasi didalam suatu
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kabupaten/kota bisa saja bermacam-macam berdasarkan situasi tanah, harga dasar
yang timbuldan berujung pada harga umum setempat, dilihat dari harga umum

tahunan.

Boedi Harsono mengemukkan pendapatnya yaitu “apabila uang ganti rugi
telah diberikan dari pihak yang mengadakan pembebasan ke pemegang hak milik atas
tanah maka pemeganghak ~wajib melepaskan ‘hak milik tersebut, ganti rugi
ituselesaiditentukanbersamaan dengan harga tanah yang sebetulnya. Maka tentu

pengertian uang ganti itu serupa dengan harga tanah.” (Harsono B. , 2003, p. 66)

Yang menjadi substansi ganti rugi pada uraian di atas harus didasarkan

diantaranya ;

1. Berdasarkan pada produk hokum putusan yang bersifat mengatur.

2. Setelah ‘di._dapatkan hasil | keputusan final dari musyawarah
barulah ganti rugi baru dapat dibayarkan.

3. Yang menjadi dasar tolak ukur yang dihitung ialah bidang tanah,
bangunan serta tanaman yang telah disepakati.

4. Uang dan/atau tanah pengganti dan/atau pemukiman kembali,
gabungan atau bentuk lain yang disepakati para pihak itu adalah

wujud ganti rugi.
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BAB IlI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksaanaan dan proses Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah
Masyarakat Untuk Kepentingan PembuatanParit di Jalan Yos Sudarso
Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Keputusan Presiden “No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur tentang proses
pembebasan tanah untuk kepentingan umum”. Beberapa hal yang dimaksud dari
kepentingan umum, andaikan saat keadaan ini yaitu pembangunan jalan umum.
Panitia pengadaan tanah melakukan tugasnya apabila Rencana Umum Tata Ruang
telah sesuai untuk pelepeasan tanah untuk kepentingan umum. Para pihak yang
berkepentingan menjalani jual beli untuk pembebasan lahannya dan dilakukan dengan
membuat akta jual beli atau akta pelepasan hak didepan pejabat yang berwewenang
dan memberikan harga yang cocok dengan cara musyawarah. Hak-hak keperdataan
pemilik tanah terdiri atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain di atasnya maka

tetao dilindungi.

Alinea ke 4 UUD 1945 menyebutkan tentang perlindungan hukum yaitu
“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Maka pasal itu
dapat diartikan bahwa “yang menjadi permasalahan tanah saat ini justru bukan lagi
masalah bagaimana si miskin memperoleh tanah, namun yang menjadi masalah ialah

bagaimana si pemilik tanah dapat mempertahankan hak miliknya (hak atas tanah
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tersebut), sifat dari permasalahan tanah sekarang telah berubah, yang terlibat dalam
persoalan tanah bukan lagi pemilik tanah desa melawan buruh tani, tetapi antara
pemilik modal besar melawan pemilik tanah setempat, baik yang ada di desa maupun

di kota, dan antara pemerintah dan pemilik tanah di desa dan di kota.”

Pemegang sertifikat hak atas tanah patut dilindungi oleh Negara karena
sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dan pemegangnya memiliki iktikad baik dan
Negara tidak patut membatalkannya tanpa memebrikan santunan, maka dari itu harus
ada aturan hukum administrasi Negara dan pelaksanaan yang sah, pemegang hak atas
tanah diberikan perlindungan hukum yang benar dan tepat. Faktor kekurangan dalam
substansi aturan pertanahan dari pendaftaran tanah tidak lepas dari terwujudnya
kepastian hukum, disinkronisasi peraturan yang ada. Pelaksanaan secara operasional
mampu mendukung, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat undang-
undang secara normatif. Secara. konsisten- dan konsekuen oleh sumberdaya

pendukungnya keberadaan peraturan-peraturan itu dilaksanakan secara empiris.

Dalam pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
peraturan dasar Pokok-pokok Agraria Upaya pemerintah untuk memberikan suatu
bentuk jaminan akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang
ialah dengan dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah sebagaimana rumusan.
Adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi setiap orang secara tegas
dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 “bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia” yang
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disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftara Tanah. Indonesia “sebagai Negara hukum berkepentingan mengatur
perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang berkepastian
hukum, bermanfaat, dan berkeadilan dengan cara merespon kebutuhan serta
keinginan pemegang hak atas tanah dalam kehidupan masyarakat secara transparan,
tanpa tipu daya, intimidasi atau- diskriminasi,-dimana semua orang ialah sama di
hadapan hukum dan atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.”

(Simamora 2011)

Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan bukti otentik
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dalam Pasal 32 avat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan dengan tegas bahwa sertipikat
merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,
hak-hak subyek hukum atas suatu. bidang. tanah dengan alat bukti berupa suatu
sertipikat harus dilindungi mengingat sertifikat hak atas tanah merupakan bukti

tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang.

Proses pelaksanaan ganti kerugian pada dasarnya dilakukan seraya memberi
ganti rugi yang sesuai dan adil. Nilai banyaknya ganti rugi ditetapkan oleh tim
penilai,.untuk melihat besarnya nilai kerugian yang akan ditetapkan maka Ketua
Pelaksana Pengadaan Tanah akan mengacu pada hasil penilaian dari jasa penilai atau

penilai publik.
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Setelah dikeluarkan besaran nilai kerugian tersebut maka orang yang
menguasai objek tanah (dalam hal ini adalah warga desa pemilik tanah) akan
dipertemukan dalam sebuah musyawarah dengan lembaga pertanahan guna
menetapkan besar dan yang akan diberikan sebagal bentuk ganti kerugian kepada
masyarakat. Apabila musyawarah selama 30 hari tidak menemukan kata sepakat,
maka upaya yang dilakukan. apabila keberatan dapat menempuh jalur Pengadilan

Negeri setempat.

Dari data yang di lapangan yang penulis dapat, luas tanah masyarakat dari 22

orang responden adalah sebagai berikut :

Tabel 111.1
Luas Tanah yang di Miliki oleh Warga
Luas Tanah Yang di Jumlah Orang Persentase
Miliki
>0,25 Ha 22 100%
0,25—-1Ha - -
>1Ha - -
Total 22 100%

Sumber: Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 20 Juni 2019

Dari data tabel I11.1 di atas dapat di lihat bahwa warga yang memiliki luas
tanah di jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai rata-rata semunya tidak ada yang
memiliki lahan yg lebih besar dari 1 Ha, masyarakat di jalan Yos Sudarso semuanya
hanya memiliki lahan besar dari 0,25 persen saja. Dalam hal ini tentunya apabila
masyarakat yang terkena lahanya oleh pelebaran parit tentunya akan meminta ganti

kerugian. Karena Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA
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mengatakan “Upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk jaminan akan
adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang ialah dengan

dilakukannya suatu pendaftaran hak atas tanah sebagaimana rumusan.”

Pengadaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan

kepentingan lingkungan sekitar

Tabel 111.2
Pengadaan Lahan Memperhatikan Lingkungan Sekitar
Memperhatikan Warga Persentase
Lingkungan
Ya 16 72,72%
Tidak 6 27,28%
Jumlah Warga 22 100%

Sumber: Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Dari tabel tersebut hisa di lihat maka pemerintah didalam Pengadaan Lahan
secara rata-rata sudah Memperhatikan Lingkungan Sekitar terlihat bahwa responden
yang menjawab lya sebanyak 16 orang dengan tingkat persentase 72,72%. Untuk
yang menjawab tidak hanya 6 orang dengan persentase 27,28%.Artinya pemerintah
telah menerapkan dan memperhatikan bagaimana lingkungan sekitar bisa berdampak
baik bagi masyrakat dalam kepentingan umum. Hal ini akan mendapat respon yang
positif bagi masyarakat dimana dengan adanya pemberitahuan dari setiap masyrakat
yang rumahnya berada disekitar tempat pelebaran parit agar tidak terjadinya

pertikaian dikarenakan adanya pelebaran parit tersebut.
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Pemerintah melakukan sosialisasi kepada warga yang lahannya akan terkena

jalur jalan dalam pembuatan parit.

Tabel 111.3

Tabel Sosialisasi

Sosioalisasi Masyarakat Persentase Jumlah
Masyarakat
Ada 22 - 100%
Tidak ada - - -
Jumlah 22 - 100%

Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ke 22 responden yang mengisi kuisioner
menyetuju bahwa pemerintah sudah sudah melakukan sosialisasi pada warga untuk
menjelaskan tentang akan adanya pembangunan untuk pelebaran jalan. Sesuai dengan
Pasal 16 undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. Pemerintah datang langsung dan mengumpulkan warga di balai
desa setempat memberitahukan dan menjelaskan tentang akan adanya pengadaan

jalur jalan itu maksud dari sosialisasi tidak tertulis itu.

Mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap tanah masyarakat untuk
pelebaran Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru bisa diamati

dari hasil penelitian yang kemudian di peroleh data sebagai berikut:
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Tabel 111.4
Statatus Masyarakat yang Terkena Ganti Kerugian Untuk Pembuatan Parit di

Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai

No Status Tanah Jual Beli Jumlah Presentase
1 Sertifikat Hak Milik (SHM) 10 45,00%
2 Surat Keterangan Ganti Rugi 4 19,00%
(SKGR)
3 Surat Keterangan Tanah (SKT) 8 36,00%
Jumlah 22 100%

Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Berdasarkan tabel 111.4 diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan
masyarakat yang terkena ganti kerugian untuk pembuatan parit di jalan Yos Sudarso
Kecamatan Rumbai memiliki sertifikat yang sah secara hokum. Sertifikat hak milik
memeliki presentase sebesar 45,00% artinya masyarakat yang mempunyai hak
absolut atas kepemilikan tanah dengan luas tertentu. Dan 19,00% tanah mempunyai
sertifikat Surat keteranan ganti_rugi. Ini menandakan bahwa surat ataupun sertifikat

yang dimiliki oleh masyarakat sah secara hukum.

Mengenai pemahaman prosedur perpindahan hak atas tanah pelaksaanaan
pemberian ganti rugi terhadap lahan masyarakat guna kepentingan pelebaran parit

Yos Sudarso Kecamatan Rumbai dapat diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 111.5
Tanggapan Responden Terhadap Prosedur Perpindahan Hak Atas Tanah
Pelaksaanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Tanah Masyarakat Untuk

Kepentingan Pelebaran Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai

No Tanggapan Responden Jumlah Presentase
1 Paham 12 54,55%
2 Tidak Paham 10 45,45%
Jumlah 22 100%

Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

"Dari data tabel 111.5 dapat dilihat bahwa pelaksaanaan pemberian ganti rugi
terhadap tanah masyarakat untuk kepentingan pelebaran parit di Jalan Yos Sudarso
Kecamatan Rumbai masih banyak yang belum paham yaitu sebesar 54,55%. Artinya
tentunya sebagai masyarakat meminta secara jelas bahwa harus ada prosedur dan
aturan-aturan yang lebih mudah untuk dipahami agar tidak terjadinya kesalah
pahaman dalam pelaksanaan ganti rugi. Ditegaskan dalam pasal 19 ayat 1 untuk
adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi setiap orang secara tegas “bahwa
untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh  wilayah Republik Indonesia yang disempurnakan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Tanah.”

Menurut Maria S.W. Sumardjono “Bahwa hukum menghendaki kepastian
Hukum Pertanahan Indonesia menginginkan kepastian siapa pemegang hak milik atau
hak-hak lain atas sebidang tanah. Di dalam realitasnya, pemegang sertifikat atas tanah

belum merasa aman akan kepastian haknya, bahkan sikap keragu-raguan yang
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seringkali muncul dengan banyaknya gugatan yang menuntut pembatalan sertifikat
tanah melalui pengadilan” (Sumardjono 2001), dan menurut Muchtar Wahid,
berpendapat “Bahwa sertifikat tanah sebagai produk pendaftaran yang memenuhi
aturan hukum normatif, belum menjamin kepastian hukum dari sudut pandang
sosiologi hukum™ (Wahid 2008), kepastian hukum yang di maksud oleh beliau ialah
realita yang terjadi di masyarakat ‘dai Sudut. pandang sosial, maka pelaksanaan
pendaftaran tanah dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kemampuan

pemerintah.

Dasar untuk pembuatan peta pendaftaran yaitu sebagai langkah awal
dilakukan pengukuran demi desa untuk memenuhi ketersediaan peta dasar
pendaftaran tanah yang memuat titik — titik dasar tehnik dan unsur-unsur geografis
serta batas fiksik bidang-bidang tanah, peta dasar pendaftraan tanah sangat diperlukan
untuk mengidentifikasi dan menentapkan. letak tanah yang akan didaftarkan secara
sporadic, pada wilayah yang belum dilakukan secara sistematik. Mengenai subjek
ataupun objek tanah, maka pemerintah mengaharuskan dilakukan pengumuman
mengenai hak-hak atas tanah, dengan pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak

atas tanah, dirangkumsebagai berikut:

1. Asas publisitas atau Pengumuman yaitu tentang subjek selaku pemegang hak
yang bermaksud supaya masyarakat bisa mengetahuii mengenai subjek dan
objek atas satu bidang tanah. Maka implementasi mengenai asas publisitas ini

ialah dengan mengadakan pendaftaran tanah.
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2. Asas spesialitas ialah penetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang—
bidang tanah yang dipunyai seseorang atas sesuatu hak atas tanah, dan
implementasinya yaitu dengan mengadakan pengadaaan lahan, keterangan
mengenai subyek dan objek atas suaru bidang tanah dapat diperoleh dengan
mudah pada instansi pemerintah yang ditugaskan menyelenggarakan
pendaftaran tanah, dengan demikian maka seseorang yang hendak membeli
suatu hak atas tanah tidak perlu melakukan penyelidikan sendiri

Seharusnya pemerintah lebih memerhatikan masyarakat yang belum mengerti

bagaimana prosedur perpindahan hak atas tanah yang akan di lakukan untuk

pembuatan parit di jalan Yos Sudarso ini.

B. Kendala-kendala Dalam Pelaksaan Pemberian Ganti Rugi Tanah Jalan
Yos Sudarso Kecamatan Rumbai.

1. Kendala Internal
Kendala internal itu adalah kendala yang terdapat terdapat di pemerintahan,

ada beberapa kendala yang terdapat di dalam pemerintaha, ada beberapa kendala yang
terdapat di dalam pemerintana diantaranya sebagai berikut :

a. Mengenai Perizinan
Tantangan utama dari aspek penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan

dari waktu kewaktu sama yakni menghadapi kendala mengenai perijinan. Semua ini
bisa dipahami karena ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah terbatas luas dan
bidangnya, bidang-bidang tanah terutama wilayah perkotaan relative sudah terbagi

habis penguasaannya.Padahal kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan
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umum memerlukan luas tanah yang tidak sedikit, untuk memperoleh tanah bagi
kegiatan pembangunan inilah pemerintah berupaya keras untuk memerlukan
pengadaan tanah.Namun kendala dan hambatan seakan tidak pernah surut.

Dari wawancara penulis dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional)
pada tanggal 28 Mei 2019, “Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan peraturan hukum
masalah tersebut dapat dilihat dari pembebasan tanah itu bersinggungan dengan
tanah-tanah asset Barang Milik Negara atau Daerah (BMN/D) yang mengharuskan
adanya izin dari Menteri Keuangan atau Menteri BUMN.”

Pemerintah selaku panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk
melaksanakannya wajib meminta izin kepada beberapa instansi yang terkait, Sesuai
pada Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 menyebutkan Penilaian
pertanahan yang selanjutnya disebut penilaian adalah orang perseoragan yang
melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin
praktik penilaian dari menteri keuangan dan telah mendapat izin lisensi dari lembaga
pertanahan untuk menghitung nilai atau harga obyek pengadaan tanah.”

b. Kendala UGR

Kendala lain ditunjukkan saat musyawarah UGR kepada warga yang
keberatan untuk melepaskan hak atas tanahnya, lebih disebabkan tidak tercapainya
kata sepakat mengenai bentuk dan atau besaran nilai ganti kerugian dengan kata lain
tidak tercapai titik keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan

individu yang harus mendapatkan perlindungan. Kendala ke dua ialah masyarakat
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meminta ganti kerugian lebih besar dari yang ada di dalam musyawarah penetapan
ganti rugi maka dari itu masyarakat tidak sepakat dengan nilai besarnya ganti rugi.

Dari data lapangan yang penulis dapatkan pada tanggal 12 Juni 2019 dengan
melakukan wawancara kepada pihak BPN. (Badan Pertanahan Nasional) Kota
Pekanbaru bahwa memang benar terdapat terdapat permasalahan mengenai UGR
dengan masyarakat karna UGR.yang di minta masyarakat jauh lebih besar dari yang
di berikan oleh pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat yang terkena pembebasan lahan
belum menemukan jalan keluar dalam pemberian nilai UGR. Perencanaan pemberian
UGR bisa melalui cara mediasi, apabila masyarakat tidak juga menyetujui dengan
cara mediasi maka akan berlanjut ke pengadilan.

2. Kendala Eksternal

Kendala ekternal itu-adalah kendala yang:terdapat di luar dari kendala yang
terdapat di pemerintahan, yakni kendala yang terdapat di masyarakat, sehubingan
dengan itu kendala internal dapat di bagi sebagai berikut :

a. Sertifikat dipakai sebagai jaminan hutang

Saat diminta menunjukan bukti kepemilikan yang sah dari masyrakat menurut
hukum kepada pihak yang terkait ternyata data hasil penelitian yang penulis dapatkan
dengan mewawancarai masyarakat pada tanggal 25 Juni 2019 “terdapat sebanyak 5%
responden menyatakan bahwa sertifikatnya dipakai sebagai jaminan hutang di bank,
dan sebanyak 95% responden menyatakan sertifikatnya tidak dipakai sebagai jaminan

hutang bank” dari hasil wawancara antara penulis dengan masyarakat dapat
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dijelaskan tentang sertifikatnya sedang dalam hutang bank pengkreditan. Oleh karena
penebusan sertifikat tersebut akan di cari solusi antara pemerintah dan masyarakat
pemilik lahan. Ada beberapa solusi pertama masyarakat sepakat menebus dengan
UGR yang akan diberikan atau dengan cara pemilik hak menebus sertifikat itu
sendiri.
b. Tidak setuju lahannya dibebaskan untuk Pelebaran Jalan

Pada saat pemerintah mengadakan sosialisasi musyawarah dalam meminta ijin
kepada msyarakat bahwa lahan atau tanahnya akan dijadikan obyek pengadaan tanah
penulis mendapatkan data dengan cara wawancara kepada masyrakat pada tanggal 25
Juni 2019 “terdapat 5% responden menyatakan bahwa sama sekali tidak setuju untuk
melepaskan lahan atau tanah mereka dengan alasan tanah peninggalan orang tua,
tanah tersebut menjadi mata pencaharian mereka bahkan ada responden yang sama
sekali tidak memberikan alasan apaun mengenai ketidak setujuan mereka. Sebanyak
95% responden menyatakan tidak masalah bahwa lahannya dijadikan obyek
pelebaran jalan.”

Dalam pelaksanaan ganti rugi tanah di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai

memiliki kendala-kendala dalam pelaksaannya dapat diligat dari tabel berikut:
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Tabel 111.6
Tangapan Responden Mengenai Kendala-kendala Dalam Pelaksaan

Pemberian Ganti Rugi

No Tanggapan Responden Jumlah Presentase
1 Waktu Yang Lama 5 22,73%
2 Berbelit-belit 7 31,82%
3 Biaya Murah 10 45,45%
Jumlah 22 100%

Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Dari tabel 111.6 diatas dapat dilihat tanggapan responden mengenai kendala
dalam pelaksaan pemberian ganti rugi lahan Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai
masih memakan waktu yang lama yaitu sebesar 22,73% dan banyaknya prosedur
yang belum jelas dan masih berbelit dengan biaya yang murah. Sehingga masyarakat
yosudarso kecamatan rumbai tidak menerima akan hal ganti rugi yang didapatkan dan
sebagian juga belum mendapat ganti rugi. Karena berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Hasil Pendataan awal lokasi rencana
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk
pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan, pemerintah memusyawarahkan
dengan penduduk mengenai nilai ganti kerugian dan bentuk ganti kerugian yang

diinginkan oleh masyrakat.”

Kendala ganti rugi dalam bentuk uang/tanah/lahan pengganti/fasilitas lainnya
di jalan yosudarso kecamatan rumbai dapat dilihat dari data responden sebagai

berikut:
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Tabel 111.7
Bentuk Ganti Rugi Dalam Pelaksaan Menerima Ganti Rugi yang Di Berikan

Pemerintah Pada Masyarakat

No Bentuk Ganti Rugi Jumlah Presentase
Respomden
1 Uang 22 100%
2 Tanah - -
3 Lahan Penganti 5 -
4 Fasilitas Lainnya g -
Jumlah 22 100%

Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Dari tabel Il1.7 diatas dapat dilihat bahwa Tangapan Responden Mengenai
kendala-kendala dalam pelaksaan menerima ganti rugi dalam bentuk uang/
tanah/lahan pengganti/ fasilitas lainnya ternyata secara rata-rata masyarakat jalan
yosudarso kecamatan rumbai menerima gantii rugi dalam bentuk uang.Hal ini
memang masyarakat lebih memilih uang dibandingkan ganti dalam bentuk tanah dan
hal lainya.

Bahwa aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut
Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 adalah “kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak,
tujuan diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah guna
meningkatkan kesejahterahan dan kemakmuran bangsa, Negara dan masyarakat

dengan tetap menjamin kepentingan umum pihak yang berhak.”
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Kendala nilai ganti rugi yang di terima sesuai dengan nilai lahan yang di

bebaskan pada masyarakatjalan yosudarso kecamatan rumbai dapat dilihat dari data

responden sebagai berikut:

Tabel 111.8
Tangapan Responden Mengenai Kendala-kendala Ganti Rugi yang Di Terima

Sesuai Dengan Nilai Lahan yang Di Bebaskan Pada Masyarakat Jalan Yos

Sudarso Kecamatan Rumbai

No Ganti rugi sesuai dengan nilai Jumlah Presentase
lahan Respomden
1 Ya 16 72,72%
2 Tidak 6 27,28%
Jumlah 22 100%

Sumber: Data Olahan lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Dari tabel 111.8 di atas dapat dilihat bahwa Tangapan Responden Mengenai

kendala-kendala ganti rugi yang di terima sesuai dengan nilai lahan yang di bebaskan

pada masyarakat jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbal yang menjawab sesuali

dengan lahannya dalam hal ganti rugi sebanyak 16 orang dengan persentase 72,72%

dan yang menjawab tidak sebanyak 6 orang dengan persentase 27,28. Hal ini

memberikan gambaran bahwa pelaksanaan ganti rugi masih belum efektif dalam

proses penganti kerugian karna masih ada masyrakat yang keberatan dalam

peneriamaan ganti kerugian.

e. Kendala Lainnya
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Kendala yang terakhir adalah ada nya masyarakat yang belum menerima UGR

yang di berikan oleh pemerintah, dapat di lihat dari table sebagai berikut :

Tabel 111.9

Tangapan Responden Dalam Pelaksaan Ganti Rugi yang Diberikan Pemerintah

Kepada Masyarakat
Tanggapan Masyarakat Masyarakat Persentase
Musyawarah 9 41%
Sepakat 1 50%
Tidak Sepakat (Belum 2 9%
Menerima UGR)
Jumlah 22 100%

Sumber : Data olah lapangan pada tanggal 25 Juni 2019

Daritable 111.9 dapat di lihat bawasanya hasil olah lapangan yang di lakukan
peneliti terdapat 2 masyarakat yang belum menerima ganti rugi oleh pemerintah di
kecamatan rumbai keluarahan- Sri Meranti,Menurut data lapangan yang peneliti
peroleh bahwasanya kedua orang itu belum mendapatkan ganti kerugian di karena
kan lahan yang mereka miliki terlalu kecil dan mereka tidak ingin melepaskan lahan

nya dengan alasan ada sesuatu hal yang tidak bisa di beritahukan kepada peneliti.

Ada kendala yang terdapat pada masyarakat yang peneliti dapat kan dari olah
lapangan, dapat di lihat pada table I11.5 , yang mana masyarakat banyak yang belum
mengerti bagaimana prosedur perpindahan hak atas tanah yang dilakukan pemerintah
untuk kepentingan umum. Dapat dilihat dari tabel itu bahwa masyarakat yang tidak

memahami prosedurnya , seharusnya ada kepastian tentang bagaimana prosedur ini
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berjalan, dan semestinya pemerintah mensurvai kembali apakah ada masyarakat yang
belum mengerti tentang prosedur perpindahan hak atas tanah untuk kepentingan
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Akhirnya sampailah penulis dalam bagian penutup yang merupakan BAB
terakhir dari penulisan skripsi ini. Dari pembahasan-pemahasan telah dilakukan
sebelumnya maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan pelebaran jalan
Yos Sudarso Kecamatan Rumbai belum berjalan dengan baik. Hal ini
dibuktikan bahwa ada sebagian kecil atau 5% masyarakat yang tidak
menyetujui pengadaan pelebaran jalan untuk Kepentingan umum. Hal ini
dikarenakan ada beberapa masyarakat yang terprovokasi dengan pihak lain,
dan dalam pelaksanaan ganti rugi masih belum sesuai dengan keinginan
masyarakat dalam hal nilai lahan yang.diterima atau bentuk ganti ruginya
tidak sesuai dengan nilai lahan yang dibebaskan.

2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan
umum terbagi menjadi 2 kendala yakni ; Kendala internal yang berkaitan
dengan pemerintah, yakni tentang pemohonan perizinan kepada lembaga-
lembaga yang terkait, penetapan Nilai UGR, dan sosialisasi yang diberikan
oleh pihak Pemerintah kepada masyarakat yang lahannya akan dijadikan jalan
pelebaran jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai. Kendalaeksternal yaitu
berkaitan dengan kendala yang ada dalam masyarakatyaitu, ada sebagian

besar dari masyarakat yang terkena pembebasan lahan tidak menyetujui
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bahwa lahannya dijadikanjalur jalan parit, penetapannilai UGR yang diberikan
pemerintah tidak sesuai, dan ada juga masyarakat yang belum terkena ganti
kerugian di karenakan lahan yang dimilikinya telalu kecil sehingga dia tidak
ingin melepeaskan tanah yang dimiliki nya.

B. Saran

Dari  kesimpulan..diatas maka saran /yang Kiranya dapat dijadikan
pertimbangan yaitu:

1. Perlunya pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pengertiandan pengaturan pengadaan tanah sehingga jika suatu saat tanahnya
akandibebaskan atau dilakukan pengadaan tanah maka masyarakat
tidakkesulitan dalam menangani surat-surat _hak atas tanah yang mereka
miliki.

2. Kepada pemerintah agar /lebih. tegas dalam menentukan kriteria ataubatasan-
batasan kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangansehingga
tidak terjadi berbagai penafsiran mengenai kepentingan umumyang pada
masa-masa ini menjadi kabur sehingga sering disalahgunakanoleh pihak-pihak
yang mencari keuntungan.

3. Kepada pihak Panitia Pengadaan Tanah agar memberikan informasi
danmemberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang masih belum
mengertimengenai prosedur dalam pengadaan tanah khususnya dalam

prosespemberian ganti kerugian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
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